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PENDAHULLTAN

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah
satu tujuan bernepara, yaitu torvbama memberikan pelayanen public
vang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan
public yang lebih demokralis. Dengan desentralisasi akan diwijudkan
dalam pelimpahan kewenangan keoada Lingkat pemerintahan bk
melakukan  pembelanaan, Lewenangan untik memungut  pajak
(tnxing power), terbentuknya Dewan yang dipilih eleh ra kyat, Kepala
Daerah yang dipilih aleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk
transfer dari pemerintah pusat. Derenpan desentralisasi yang terjadi
di berbagai negara di dunia teritoma di Negara-nepara berkembang,
dipengaruhi aleh beberapa faktor, misalnya latar belakang atau
pengalamian suaty negara, peranaanya dalam alobalisasi dunia,
kemunduran  dalam pembangunan ekonemi, tintutan terhadap
perubahan  lingkat pelayanan  masyarakas  tanda-tanda adanya
disintegrasi di beberapa regara, dan yang terakhir banvaknya
kegagalan wyang dialami oleh pemerintahan senbalistis  dalam
memberikan pelayanan masyarakat vang efektil.

Uesentralisas: tidaklah mudah ontuk didefinisikan karena
menyangkut berbagai bentuk dan dimeasi vang berapam, terutama
menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administzasi dan sistem
pemerintahan dan pembanguian sosial dan ekonomi. Secara umum,
kensep desentralisasi lerdiri atas Desentralisasi Politik [Pelitical
Derentralization), Desentralisasi Addministratif {Adnnnisiraling
Dlecentralization), Desentralisasi Fiskal (Fiseg! Decentralizalion), dam
Uesentralisasi Ekanomi (Econeanic or Mirket Decenitralizitin

Desentralisasi fiskal merupakan sslah satu komanien utama
dari desentralisasi  Apabila pemerintah  dacralh  melaksanakan
fungsinya secara efektif dan dibecikan kebebasan dalam pengaimbilan

f kepulusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka
harus didukung sumber-sumber kenangan yang memadai baik yang
berasal dari Pendapatan Asli Dasrah (PALY) termasuk strrcharge of
laxes, Bﬂgi Hasil Pajak dan DBulkan Pajak, ]*ir:jaman. mAUpUn
Subsidi/ Bantuan dari Pemerintah Fusak,
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INVMPLEMENTASI DESEN TRALISAST FISIKAL DI INTIONESLA

MDelam  era  sebplum  desentralisasi  fiskal, pelaksanaan
kebijakan perimbangan keuangan antara Pusal dan Daerah di
Indanesia sampai dengan talun 2000 Lelah nmengakibatkan Daerah
kaya bertambah keya dan szbaliknya Daerah miskin menjadi Iebih
miskin, oleh karena letak gragratis dan kondisi ekalogis, sumber daya
alam serta fingkal sosial ekonomi yang berbeda Selanjutnya, diternui
juga ketidakjelasan  wewenang  Pemerintah - Pusat dan  Daerah,
sehingoa pembagion tugas-tuigas pembantuan dan tugas-tugas yang
harue dilaksanakan olch Temerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
menjadi kabur. Hal ini menyebabkan fampang tindih kegiatan antar
instans: yang berakibat lebin lanjut pads pemborosan pembiayaan
dart sumber dlana vang terbatas

Dalam amanat yang diemban oleh desentralisasi fiskal antara
lain menyebutkan bahwa @

2. lemerintalun dacrah  propinsi, daerah kabupalen dan  kota
mengatur dan mengures sendor vrusan pemerintahan menurit
asas olonomi dan tugas pembantuan;

b. Pemerintahan docral  menjalankan  ctonomi  seluas-luasnya,
kocual  urusan  pemcrintaban  vang  oleh  undang-undang
ditentukan sebagal urnsan pemerintah pusal;

¢, Pemerintahan decrah berhak menelapkan peraturan dacrah dan
poraturan-paraturan lain untuk melaksanakan wtonomi dan fugas
pembaniuan,

d. Suswman dan tata cara penyelenpgaraan pemerintahan daerah
diatur eich undap-undang; dan

e, Hubunpan lkcuangan, pelayanan omum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintal pusat dan
pemerinlah daerah dintur dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan undang-undang,

Secara efaklil pelnksanaan desentralisesi fiskal dilerlakukan
sgak tangpal 1 lanuari 2000 sesuai dengan Undang-Undang Nomuor 22
labun 1969 dan Undang-Undamg Memor 25 Tahun 15949 fentang
Perimbangan Zewarpan Pusal dan Daerab. Sesual denpan kedua
andang-undang tersebul, dalam rangia pelaksanaan desentralisasi
fiskal, kepada Dagrah diberikon kewenangan untuk momanfaatkan
sumber kovangan sendini den didukung  dengan perimbangan
kevangan anlara pemerintah pusal dan daerah, Kedua undang-
undang tersebut merelleksizan pembagian kelkuasaan di bidang
pemerintalien yang labih luas kepada Daerah, memberikan kepastian
sumber dans pemerintaly daerah dalam melaksanakan [ungsinya,
kebebasan dalam mengpunakan dana-dana tlorscbut sesuai dengan
fungsinya flacal discoeton.
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Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia scsuai dengan
kedua undang-undang tersebut pada dasarnya bertujuan untuk :

a. Menjaga kesinambungan  kebijalksanaan  fiskal (Fiscal
sustainability) dalam konteks kelbijaksanaan ekonomi makro;

b Mengoreksi awrtion!  gmbeinnce,  yaitu  untuk  memperkecil
ketimpangan yang terjadi antara keuangan Pemerintah Pusat dan
kenangen Daerah yang dilakukan dengan memperbesar laxing
poier Daerah;

¢. Mengereksi horizontal imbalance, yaitu ketimpangan antar
Daerah dalam kemampuan kesangannya, dimana relatif masih
sangat bervariasi kemampuan kevangan antar Dacral.

d. Meningkatkan akuntabilitas, cloktivites, dan efisiensi dalam
ratigka peningkatan kinerja Pemerintah Dacrak,

e Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan

Memingkatkan  partisipasi  masyarakal  dalam  pengambilan

keputusan di sekbor publik
Kebjjaksanaan  perimbangan  keusngan antara Pusat dan

Daerah dilakukan dengan |111:ngi]-.;[|l'i Pﬂ'“hi‘lﬁiﬂ" kuwcunngaﬂ atAu

money follows fonction, Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan

antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa,
schingga pelaksanaan kegiatan yang menjad: langgung jawab daerah
dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yvang ada.Sejalan
dengan pembagian  kewenangan tersebul, maka pengaturan
pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan
pemerintahan.  Pembiayaan  perwelerggaraan  pemerintahan
berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APPED,
pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  rangka
pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban AFPEN, dan
penyelenggaraan pemerintahanan delam rangla tuges pembantuan
dibiayai atas beban anggaran tingkal pemerintakan vang menugaskan,

Selapjutnya dalam rangka penyelenpgaraan  pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakal berdasarkan asas desentralisasi,
kepacla  daerah  diberikan  kewecnangan  untuk  memungut

Pﬂjﬂk;"’ ratribusi (fax ﬂsﬁ!‘li_‘i'.'fr.l.m.‘!i} dan pem Preriam |'-"Hi"5| masil penerimann

(reoeinue shnring) serta bantuan kevengan (grond) atou dikenal sebagai

dapa perimbangan. Selain iy, daeral juga diberikan kewenangan

untuk melakukan pinjaman baik dan dalam negeri maupun dari luar
negeri. Pinjaman tersebut dapat bernpa pinjaman jangka pendek
untuk membiayai kesulitan arus kas dacrah dan pinjaman janghka
panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan
sarana dan prasarana daerah,

Diesentralisasi fiskal memberikan implikasi yang bervariasi
terhadap kegiatan pembangunan antar deerah, tergantung pada
pengaluran kelembagaan, dan desain menycluruh dari pembagian
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wewenang dan perimbangan kevangan antara pemerintah pusat dan
daerah Resiko paling besar adalah ketika sumber utama penerimaan
pemerintah  disershkan kepada pemerintah daerah tanpa diikut
langkah-langkah  kebijaksanaan  yang  menjamin  mobilisasi
pemdapatan dacrah untuk membiayai berbagai pelayanan publik
vang memnjadi tanggong jawalb pemerintah dasrah.

Amar proses desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan
tersebut dapat befalan dengan mulus, diperlukan adanya manajemen
vang baile dengan mempethalikan asas-asas umum dalam kebijakan
keuangan MNepars dan keuangan daerah yang aciountable dan
transparan untulk menciptakan clean govermment and good gevernmce,
Portanyvaannya sckarang adalah apakah pelaksanaan desentralisasi
fiskal tersebat mampu memberiban  dampak  pesitil  lerhadap
perfumbuhan  ckonemi  local melalui  distmibusi  pendapatan
masyarakat dalam kebijakan pengeluaran sektor publik, scrta
kebifakan lisxal dan desain sumbangan pemerintah pusat kepada
daerah yang  lebih  menekankan  pada kebijakan  pengurangan
kesenjangan antar daerah.

Implikasi largsung [ungsi yang diserahkan kepada daerah
sesual dengan  Undang=Undang Nomor 22 Tabun 1999 adalah
kebutuhan dara yang cukup besar. Untuk membiayai tugas yang
menjadi tanggung jawabnya tersebul, sesuai dengan U11da:1g_—Undﬂng
Mamer 25 Tahun 1999 Kepada dacraly diberikan sumber-sumber
pembiayaan baik melalui pemberian kewenangan dalam pemungutan
pajak/ retribusi, sistem kansfer, dan pemberian kewenangan untuk
melakukan pinjaman, Sistem  pembiayaan tersebul merupakan
langkah maju bila dibandingkan dengan pengaturan-pengaturan yang
selame ind berlaku: Devgan kebijaksanaan tersebut sisten pembiayann
daerah menjadi sangat jelas.

DIMAMIKA SUMBER KELANGAN DAERAH
Sesuat -.‘lpn-ﬂ'rllu L'.'|:|}I|1.1,;—|:_,!11'.|..'c||1rgl Momor 25 Tahun 1999,
sumber-sumber penerimaan dagrah dalam pelaksanaan desentralisasi

adalah:

a. Pendapatan Asli Dacraly,

b. Dana Perimbangan;

¢, Pinjaman Daeraly dan

d. Lain-lain penerimaan yang sah.

a.  Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (FAD) adalah penerimaan yang
dipercleh daerah dar sumber-sumber dalam wilavahnya sendiri
yang dipungut berdasarkan peraturan dacrah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vanp berlaku. PAD diharapkan
merjadi - saleh satv sumber pembiayaan  penvelcnggaraan
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pemerintahan dan pembangunan daerah, uniuk meningkatkan
dan memeratakan kesefahteraan masyarakat. Denpan damikian,
daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sondiri
dari sumber-sumber yang berasal dari wilayahnya Kewenangan
daerah untuk memunyut PAD diatur dalam Undang-Undang
Momeor 34 Tahun 2000 vang telah mencerminkan Lkeleluasaan
Kepala Daerah dan dapat dikelempokkar menjadi hasil pajak
daerzh, hasil retribusi daerah, hasil perusahiaan milik dacrah, dan
hasil pengelolaan kekayaan dacrali leinnya yang dipisahkan serta
lain-lain PAD vang sah,

Denpan undang-undang tersebul vang ditindaklanjuli
aturan pelaksanaannya, yvaitu Peraluran Pemerintah MNomor 65
Tahun 2001 tentang Pajak Daerab dan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 tentang  Relribusi  Daerah, maka
kabupaten/ keta diberi peluang dalam menggali potensi sumber-
sumber kewvanpan dengan menctapkan jenis pajak dan retribusi
sclain yvang lelah ditetapkan dalam undang=-undang dan sesuai
dengan aspirasi masyarakal yang tentumya harus memenuhi
kriterin-kriteria  tertentu. Demikian  juga dengan propinst
diberikan kewenangan untuk memungul retribusi selain yang
ditetapkan dalam peraturan pemerintah sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-
undanpg dan peraturan pemerintal lorschut, daerah diberikan
kewepangan untuk memungut 11 {sebelas) jenis pajak dan 27 (dua
puluh tujuh) jenis retribust, yaitu ;
1. Pajak Dacrah

Tabel 1. Jenis Pajak dan Betribusi Dasial

Propinsi Kabupaten Kota
1. Prjak Kendaraan Bermotor | 1. Pajak Hatel;
dan Kendaraan Diatas Air; | 2 FPajak Restoran,
| 2, Hea Balik Nama 3. Pajak Hiburan;
Eendaraan Bermotor dan 1. Pajak Beklame;
Kendaraan Ciatas Adr; 5. Papak Fenerangan Jalan;
3, TPajak Bahan Dakar 6. Pajak Pengambilan Bahan

Eendaraan Bermotor; Galian Golongan C;
4, Pajak Fengambilan dan Pajak Parkir,

Peman-faatan Air Bawah

Tanah dan Air Permukaan.

Surmber : FE Momor 65 dan 65 Tehun 20001,

et |
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2. Keftribusi Daerah

A, letribust unluz dasrah prapinsi, kabupaten den kota
ditelapkan sesuai kewenangan masing-masing dacrah,
terdini dari 10 (sepuluh) jenis Retribusi [asa Umum dan 4
{empat] jenis Relribusi "erijinan Tertentu.

b. Retribus: untuk daerah prepinsi, kabupaten dan kota
ditclapkan sesual jasa/pelayanan yang diberikan olch
masing-masing daerah, terdinn dari 13 [(tiga belas) jenis
Retribusi Jasa Usaha.

Fenetapin jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan
perlimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi lersebut secara
uum dipungut dihampir semua daerah dan merupakan jenis
punguian yang secara looritis dan praktek merupakan jenis
pungikan vang bailc

Lrana Perimbanpgan
Dari keempat sumber penerimaan daerah lersebut i

alas, Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah
yang ditujukan untuk menguwanzi ketdakmampuan daerah
dalam membiayai kebutuhan daerah dalam benluk transfer dana
deri pusat dan kebubzhan pengeluarannya dari PAD, Hal ini
dengan  miclihal kenyataan bahwa kebutuhan dacrah  dan
kemampuan keuanpan daerah dalam membiavai kebutuhan
tersebut sangat bervariasi. Dana Perimbangan terdiri dari :
1. Dana bagi hasi] pajak dan sumber daya alam yang discbul

Bagian Dasrah;
2. Uara Alokast Unum (DALY, dan
2 Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Bagian PDaerah

sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nemer
25 Tahun 1999 pada desarnya antara Pemerintah Pusat dan
Temerictab Daerah telab dilakukan berbagai bagi hasil
penerimaan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
Bea Perolehan Llak Atas Tanal dan Bangunan (BIFHTE), serta
beberapa penerimain yang berasal dari sumber daya alam
(SDA) diluar penerimaan minyak humi dan gas alam (MIGAS)
dan secier perikanan, Pengrimaan lersebul dibagihasilkan
kepada  daerah dongan prosentase tertentu yang masih
memperimbangkin  unsur  subsidi silang  daecrah yang
mempunyai SOA dengan daerah yang miskin STIA,

Dengan barlakunya  Undang-Undang NMomor 25
Fahun 1999, Bagian Daerah vang merupakan penerimaan dari
bagt hasil pajak dan SDA diperluas sehingga bagi hasil atas
penermaan SDA melipub penerimaan dari minvak bumi dan
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2as alam [migas), pertambangan umuni, kehutanan, dan
perikanan, Sementara ite, untuk penerimaan bagi hasil pajak
terclirn dart penerimaan PBB dan BPHTB. Dara bagi hasil
tersebut  diperoleh  dengan  prosentase  lertentu yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo
Peraturan Pemerinlah Nomor 104 Tahur 2000 tentang [Dana
Perimbangan yang didasarkan atas Daerah Penghasil (by
ariging,

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan aryawan yang
baru, Pemerintah Daerah memperolel bagi hasil dari Fajak
FPenphasilan (FTPh) perarangan (persoanl icone fex), yvaitu PPh
Karyawan (Pasal 21) serta PPh pasal 25/29 untuk Crang
Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai obyek bagi
hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelarasan bagi
daerah-daerah yang tdak memiliki SDA tctapi memberikan
konbribusi yang besar bagi penerimann Negara (ATBN),

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi MNanpros  Aceh
Darussalam (NAD), lerdapat kekhususan dalam bagi hasil
SDA dengan imbangan bagi hasil minyak bumi dan gas alam
masing=-masing menjadi 0% untuk P'ropinsi NAD dan 30%
untuk Pemerintah Fusal Pelaksanaan perim bangan keuangan
tersebut diberlakukan selama 8 (delapan) thun dari tahun
penetapannya, dan setelah itu diberlakukan imbangan bagi
hasil minyak bumi dan gas alam masing-masing menjadi 50%
untuk Propinsi NAT dan 50% untuk Pemerintah Pusat,

Sementara {lu, seswal dengan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
ditetapkan bahwa Propinsi Papua akan memperoleh dana
otonomi khusus sebesar 2% dari lotal DAL secara nasional.
Dengan demikian, untuk tahun anggaran 2002 Propinsi Papua
mendapat dana otonomi khusus sebesar Rp, 1.2823 trilyun
dari AFBN Tahun 2002. Pelaksanaan alokasi dana otonomi
khusus tersebut diberlakukan sclama 25 (dua puluh lima)
tahun dari tahun penctapannya.

Propinsi Papua juga memperolch  kekhususan
dalam bagi hasil SDA dengan imbangan hagi hasil minyak
dan gas alam masing-masing merjadi 70% untuk Propinsi
Papua dan 30% untuk Pemorintah Pusal vang diberlakukan
selama 25 (dua puluh lima) tahun dari tahun penetapannya,
dan setelah itu diberlakukan imbangan bagi hasil minvak
bumi dan ges alam masifg-masing menjadi 50% untuk
Propinst Papua dan 50% untuk Pemerintah Pusab Selain itu,
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Propinsi Papua dapat mengajukan tambahan dana setiap
tahunnya  berdasarkan  usulan  Propinsi  Papua  vang
selanjuimya akan dibahas antare Panitia Anggaran DPR-RI
dengan PPemerintah. Secara keseluruhan, prosentase bagan
daerah dari perpajakan dan SDA secara lebih rinci dapat
dilihat pada tabel 2 berikut.

Mlelalui penerimaan dari  Bagian Daerah
berdasarkan tabel tersebut diharapkan potensi penerimaan
daerah menjadi semakin besar dan juga dapat meredam
keinginan daeraly untuk menguasai sendiri pemanlaalan 5DA
ya|1g dimilikinya. Hal ini karena daerah penghasil/ asal
(arigin) dapal menikmatl scbagian pencrimaan yvang benar-
benar diperoleh dari patensi daeral yang  bersanpkulan,
MNamun demikian, pembagian tersebut pada dasarnyi
cenderung  menimbulkan  terjadinya ketimpangan antar
daerah. Hal ini disebabkan hanya beberapa daerah di
Indonesia yang memiliki potensi SDA - secara sipnifikan,
seperth minyak bumi cdan gas alam, pertambangan, dan
kehutanan. Demikian pula halnya dengan potans) penertmaan
dacrah dart PUE, BPHTE, dan
PEh Percrangan, dimana potens: vang cukup signifikan hanya
dimiliki aleh beberapa daerah saja.

Sucara nasional, kebijakan alokasi dana bagi hasil
dalam tahun2002 masih tetap mengacu pada Undang-Undang
Momor 25 Talwn 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomer 105
Taliur 2000 kecuall untuk Propinsi Mangroe Aceh Darussalam
(NaAD) terutama  kekhususan dalam imbangan bagi hasil
minayk bumi dan gas alam masing-masing menjadi 70%
unfuk PFropinsi MAD dan 20% untuk Femerintah Pusat,
Disamping itu dengan diterapkannya juga Otonomi Khusus
untuk Prapinsi Papua disediakan dana sebesar Rp, 13823
trilyon dlalame APRM Tahun 2002,

Dana Alokasi Umum (DALY

Sebasal salah satu bentuk transfer dana  dari
Pemerintah Pusal, Alokasi Dana Alokasi Umum mempunyai
peranan  yvang  cukup  besar bagi  penerimaan  daerah,
mengingat DAL menduduki  porsi  jumlah  terbesar
dibandingkar kampanen lainnya dalam Dana Perimbangan.

Per definisi, DAU adalah dana yang berasal dan
ALPBEM yang dialekasikan dengan hujuan untuk pemerataan
Kemampuan keuangan anlar dacrah  untuk  membiayai
kebuluhan  penpeluarannya  dalam  ranpka  pelaksanaan
desentralisasi  Dengan  wdanya DAL ini diharapkan
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perbedaan kemampuan kevanzan anlara deerah yang maju
dengan daerah yang belum berkem g dapal diperkecil.

Scbagaimana diketahui, dana bagi hasil (recenue
sharing) berdasatlan dactah penghasil (hy erigin) cenderung
menimbulkan kelimpangan anlar dacrah, dimana daerah
yvang mempunyai pobenst pajalk dan SDA yang besat akan
mempunyal kapasitas fizkal vang relatif besar dibandingkan
daerah yang lain Sehingga peran skrategis distribusi DAD
terletak pada kemampoannya unkul mencipiakan pemerataan
berdasarkan pertmbangan atas potensi Fskal dan kebueluhan
nyata dari masing-rtasing daceah. Untuk ite, DAL ditetapkan
berdasarkan fsea! gap yang dilifling bordasarkan potensi
P'.'.‘!"lcrimaﬂ]‘l {:ﬁ::.:':'u' '_'rr"_'.'f'c'."hl,','l dan kebulbwihan |‘-r*'.=lni:| |'_'ll'|'5r:rr.'
needs). Dengan demikian, fungsi deri alokasi DALD adalah
untuk menutup gep vang terjadi karena fisca! peeds melebihi
JSiscal enpacily yang dimiliki suatu daerah,

Rarena "fungsinya” sebagal alal unluk mengurangi
ketim-pangan Porfzanta! fisca! iei, maka seyegyvenya DAU
chifihat secara keseluruhan scbagal bagian dari Dana
Perimbangan dan juga kapesitas fiskal daerall sendiri (PAD).
Artinya, TIALL tidak boleh dilihat secara terpisah (terutama)
dengan bagi has:! pajzk (PBE, BPHTR, PPh Pererangan) dan
bagt hasil SDA. Hal et karena DAL memiliki funpsi untuk
menetralisasl danipak yang dinkibatcan oleh ketimpangan
dalam  bagi hasil toesebul atau bise  dianggap  scbagal
BTl 2 g,

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomaor 25 Tahon 1998 bahwa DAL ditetapkan sekurang-
kurangnva 25% dact PDN Metto (PDIN setelah dikorangi
dengan Bagian Daerah dan Dana Rebeisasi) dalam APBN
dengan prosentase pembagian 90% untuk Kebupaten/Kola
dan 10% untuk Propinsi. Unhik menpalokasikan DAU vang
jumlahn}ra cukup besar tersebul dipergu nakar suaby formula
yang mcnggunnkmn Misen! Gap Approach, dimana kebutuhan
DAL suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daeral (fsca!
needs) dengan potensi daerah (fisal  eapacity). Vanabel
kebutunhan daerall paling sedikil dicerminkan dari variabel
jumlah penduduk, luas wilayah, keadoan geografi, dan
tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan
kelompok masyarakal miskin, Sementara potensi ekonomi
daerah dicerminkan dergan potens: penerimaan daerah
seperti potensi incustri, potensi SDA, votensi SUM, dan
PDRE. Selain  ihr, unkuk  menghindarn  kemungkinan
penurunan  kemampuan daerah dalam membiayai beban
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pengeluaran vang sudah menjadi tanggung jawabnya, maka
penghilungan DAL disamping mengpunakan formula Fisenl
Gip juga menggunakan Balancing Frctors,

Dalam formula dan perhitungan DAU tahun 2001
berdasarkan Peraluran Pemerintah Nomor 104 Taliun 2000
tentang Dana Perimbanpan, telah dialokasikan DAL Tahun
2001 Lkepada masing-masing daerah baik propinsi maupun
kabupalen/kota sesuai dengan Kepulusan Presiden Nomor
181 Tahun 2000, scmentara untuk tahun 2002 dihitung
berdasarkan formula DAU yang ada dalam Peraturan
Pemerintah Numor 84 Tahun 2001 tentang Ferubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomer 104 Tehun 2000 vang barbasis
pada rekemendas: Formula yang disusun dari perguruan
tinggi (UL UGM, UNANT, dan UNHAS). Perhilungan akhir
DAU Tahun Amrraran 2002 ditetapkan dengan ¥Keputusgan
Presiden Nomor 131 Tahun 2001 dan adanya penambahan
dana kepada daerah melalui Dana Penyeimbang Tahun
Anggaran 2002 vang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
lkrnangan Nomer 585 Tahun 2001,

Dalam rangka perhitungan DAU ‘Tahun Anggaran
2003 lelah ditetapkan bahwa formula DAU vang digunakan
dalam perhitungan lersebul sesuai dengan [ormula dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, Dalam konteks
tersebul untuk mendapatkan perhitungan yang lebih baik,
maka akan dilakukan npdating data dasar perhitungan DAU
Tahun Anpgaran 2003 melalui proses rekonsiliasi  dan
verilikasi dart data yang ada denpan melibatkan instansi
terkait (DEPKEL, DEFDAGRIL, BIS. dan BKN]. Sementara
plafon DAL Tahun Anggaran 2003 lelah clitetapkan scbesar
Kp 754145 miliar alau meningkat 2,1% dibandingkan dengan
Tabun Angparan 2002 yang scbesar Bp, 69.114,12 miliar. Dari
platon tersebut berarti plafon DAU unluk Propinsi secara
basional  sebesar  Rp, 743143  miliar, dan  untuk
Ernbupalen/ Kola secara nasional sebesar Bp. 67 872,87 miliar,

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada hakekatmya pengertian Dana Alokasi Khusus
(DAK)  adalah dana  vang berasal dari AFBN, yang
dialckasikan kepada Daerah untuk membiayai kebubihan
khusus.  Pengalokasian  DAK  dikentukan  dengan
wemperhabikan tersedianya dana dalam APEN,

Untuk i, kelotuhan khusus vang dapal dibiaym
cengan Dana Alokasi Khusus, yaitu
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a. Eebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan
menggunakan rumus alokasi nmum;

b, Kebutuhan vang merupakan komifmen atau pricritas
nasional;

c. 40% dari penerimaan Negara yang Dberasal dardi Dana
Reboisasi disediakan kepada daerah penghasil sebagai
DAK untuk membantu membiayai kegiatan relwisasi dan
penghijauan.

Persyaratan umum Dana Alokas: Khusus, lerulama
untuk butir a di atas adalah sebagai berikut
a. Adanya usulan daerah yang diajukan ke Menter:

Teknis/ Instansi terkait;

b. Daerah Hdak mampu membiayai keseluruhan keglatan
tersebut dari PAD, DAU, Bagi llasil, Penerimaan lain
yang sah;

¢. Daerah menyediakan dana  pendamping  sekurang-
kurangnya 10%, sementara untuk kepiatan penghijauan
dan reboisasi bdak memerlukan dana pendamping,

d. Kegiatan  tersebut  memenuhi  kriteria - teknis
scctor/kegiatan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri
Teknis/ [nstansi kerkait,

Sebagaimana discbut di atas, kebuluhan khusus
yang dapat dibiayai dari DAK salah satunya adalah
kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum
dengan menggunakan rumus  alokasi wmum, hanya
diperuntukkan atau dialokasikan kepada daerah yang kurang
mampu membiayai proyek/kegiatan  yang menjad:
kewenangan dan tanggung jawabnya. Adapun kebutuhan
tersebut antara lain adalah :

a, Kebutuhan prasarana den sarana fisik di daerah yang
berbatasan langsung dengan Negara lain;

b, Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daeraly lerpencil
vang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah
lain;

c. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di dacrah yang
menampung fransmigrasi;

d. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di
dacrah  pesisir/kepulauan dan  fidak mempunyat
prasarana dan sarana yang memadai;

e. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna
mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Adapun alokasi DAK dari kebutuban yang
merupakan komitmen nasional meliputi .
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2. Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan vang menjadi
komitmen Pemerintah Pusat dengan Lembaga Danoy;

b. Kebutuhan yang sesvai dengan kegiatan vang menjadi
prioritas dalam Rencana Pembangunan Tahunan,

Disamping  itn, kebutuhan dacrah yang  dapat
dibiayal dari alokesi DAK melipul ;

& Kegiatan investasi, pengadaan dan atan peningkatan dan
atau perbafkan prasarana dan sarana fisik dengan umur
ekonomis  yang  panjang  serta  bermanfaat  bagi
masyaralkal;

b. Kegintan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan
sarana untuk periode terbatas tidak melebihi 3 (tiga)
tahun yang bermanfaat bagi masvarakat, dan diberikan
dalam kondisi tertentu dimana pada tehap awal daerah
belum dapal melaksanakannya.

Sedangkan kegiatan yvang tidak dapat dibiayai dari
DAK yaitu untuk keperluan biaya administrasi, penviapan
provek Fisik, penalitian, perjalanan dinas, administrasi umum,
dan [ain-lain biaya umum sejenis.

Dalam KAPBN Tahun Anggaran 2003, alokasi DAK
mercapai Rp 23200 miliar yang terdini dari DAK-Dana
Beboisasi schesar Bp. 3240 miliar dan DAK non DR sebesar
Ep. 2.0000 miliar yang terbagi atas bidang Pendiclikan sebesar
Kp., 25,0 miliar, hidang kesehalan scbwesar Rp, 375,0 miliar,
dinn bidang infrastruktur (Kimpraswil) sebesar Ep, 1.000,0
milier. Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan meliputi
keginban revitalisasi SD/MI untuk yang kondisinya rusak
tetal,  budang  Keschatan  meliputi  kegiatanrehabilitasi
Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah, dan bidang infrastruktur
melipuli kegiatan pemeliharaan jalan Kabupaten dan Prapinsi
sebesar Rp. 7050 miliar dan operasional, pemelilaraan, serta
rehabilitasi irigasi sebesar Rp. 2950 miliar,

Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan dacrah berkaitan denpan
penyedizan prasavana yang dapat menghasilkan (pengeluaran
modal), deerah juga dapat melakukan pinjaman baik dan dalam
neger: (Pemerintah Pusal dan Lembaga Keuangan) wavupun dari
luar hegeri dengen persetujuan Pemerinlah Pusat.

Wenurul Feraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000,
Pinjaman Daerzh adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daeran menerima darl pihak lain sejumlah vang atau manfaal
sernilai uang sehingpa dacral tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali, tilak termasui kredit jangka pendek yang
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lazim dalam perdagangan. Sumber Pinjiman adalah dari dalan

negert (Pemerintah Pusal atan dengan penerbitan ablipasi) dan

dari luar negeri yang digunakan -

1. Pinjaman jangka panjang, untuk membiavai
pembangunanprasarana yang merupakan assel dacrab, vanp
dapat menghasilkan penerimaan antuk pembayaran pinjaman
vang bersangkutan, serta  memberilan  manfaar bagi
pelayanan umum;

2. Pinjaman jangka pendek, untuk pengaturan aruskas dalam
rangha pengelolaan kas daeraly

Peraturan yang ada memungkinkan daeral unhik
melakukan pinjaman secara langsung kepada sumber i Tuar
negeri, yang artinva Usmrintah Pusat bdak memadi penjamin
{senwereign guarailes). Mamun pada kenvateannya sebagian besar
lembaga lender multilateral (ADB, World Bank dan lain-lain)
mensyaratkan perjanjian pinjaman dilakukan oleh Megara dalam
hal ini oleh Pemerintah Pusat sebaga: anggota. Llal yang sama
juga berlaku untuk pinjaman bilateral, Kendala lainnya, meskipun
Undang-Undang Nemer 22 Tahun 1999 danUndang-Undang
Somor 25 Tahun 1989 merupakan perangkat  peraturan
perundang-undangan  vang mengalur  mengenai  pembagian
kewenangan PemerintahPusat dan daerah dalam mengelola
pemerintaliun serka keuangan daersh, namuntidak secara eksplisit
menjelaskan mengenai pinjaman dacrah yang bersumber dari luar
negeri melalai mekanisme an-londing,

Oleh kavena kendala-kendeala terscbut, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 sampai dengan hun 2002
masith belum dapat dioperasionalkan sepenuhnya, sehinggs
Menleri Keuangan membual kebijakan penundaan pelaksanaan
pinjaman daerah yang diatur dalam Keputusan Menteri Kevangan
Noor 99/ KMICO7,/ 2001 tentang Penundaan Pelaksanaan Pmjaman
Daerah schagaimana telah diubah dengankepubisan Menteri
Kc-*unngan Momaor 5253"}(1\{1{.(”;’2':'(]1. I'QEbij:l =an [Ii-'llll1'|_|;_l.i:|ﬂr‘.,
tersebut dikecualikan untuk pinjaman daerah yang bersumber
dari luar negeri melalui mekanisme SLA  (Subsidgiary  Loau
Agrecenl) dan pinjaman jangka pendek puna penpaturan arus
kas dalam pengelolaan daerah.

Selanjutnya, * mengenai  Pinjaman  Daerah  dengan
mekanisme on-lendimg yang merupakan mekanisme pinjaman
taerah vang hersumber dari luar negeri melalui Pemeritah Pusat
saat ini belum ada pengaturan yang jelas, maka Pemerintah Pusat
diharuskan menetapkan suatu  kebmakan transisi terhadap
perjanjian pinjaman yang telabh ditandatangani. Ial ini perlu
sepera  diselesaikan mengingat terhadap perjanjian  pinjaman
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tersebut Pemerintah diwapbkan membayar fromb-emd fee dan
coneminent climrge,

Guna penyelesaian permasalahan on-lending
sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah sepera mengantisipasi
dengan mengambil langkah-langkah penyelesaian sebaga berikut

1, Mesumuaskan kebijakan Pemerintah lerhadap pinjaman luar
negeri dalam kerangka desentralisasi fiskal; dan

2 Menyusun  “mepping”  kapasitas  daerah  dalam  rangka
melakukan pinjaman.

Berkenapn dengen hal-hal tersehub di oatas, Ditjen
Perimbangan Keoangan Pusat dan Daerah bersama  Ditjen
Anggaran dan Diljen Lembagn Keuvangan sedang melakalkan
pembahasan dengan instansi-instansi terkail guna merumuslan
kebijakan menpenai on-lending  dan menyampaikan  konsep
kebijakan tersebut kepada Menteri Keuangan unbuk mencdapal
penetapan, Selanjuinya, dalamrangka melaksanakan kebijakan
tersebut juga sedang disiapkan mapping terhadap daerah untuk
mengklasifikasi  dasrab memadi  kelompok-kelompok  deerah

mampu, kurang mampu, atau tdak mampu dalam melakukan
pinjaman,

KESIMITULAN

141

Lars berbagal penjelusan yang telah disampaikan di atas,

dapatdiambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

e,

la

Untuk membiayal tugas vang menjadi tangeung jawab dacrah
sesual dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 14%99 kepada
dacral  diberikan sumber-sumber pembiayaan baik  melalui
pemberian  kewenangan dalam  pemungutan  pajak/retribusi,
system  transfer dana  Pemerintah  Pusal, dan  pemberian
Kenwerangan untuk melakukan pinjaman;

Eebifaksanaan alokasi anggaran dari Pusat ke Daerah divwujudkan
dalam perimbangan keuangan Musat dan Daerahl, yaitu dengan
pemberi.an sumber-sumber keuanpan kepada TDaerah yang
terangkum dalam Dana Perimbangan;

Salah satu  dasar’ untuk menentukan  besar transfer dard
Pemerintah Pusat ke Daerah acalah kesenjangan fiskal (fiscal gap)
yang dialami eleh dacrah-daerah yang ditunjukkan dengan selisib
clari kebutuhan fiskal (fTsenl needs) dengan kapasitas fiskal [fiscal
capaerhy) daerah-daerah vang bersangkutan;

Peraturan yang ada memunpkinkan daerah unluk melakukan
pinjaman secara langsung kepada sumber di luar negeri, namin
pada kenyataannya sebagian besar lembaga lender multilateral
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(ADB, World Bank, dan lain-lain) mensyaratkan perjanjian
pinjaman dilakukan oleh Negara dalam hal ini cleh Pemerintah
Fusat sebapai anggota; dan

Departemen Keuangan sedang merumuskan kebijakan mengenai
an=lending dan menyiapkan wapping daerah mampu, kurang
mampu, atan Hdak mampu delam  melakukan  pinjaman,
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